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BUPATI BANGKA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

. a.

NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

bahwa ekosistem terumbu karang di Kabupaten Bangka Tengah
merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada
rakyat dan bangsa Indonesia, dan merupakan sumber daya alam
yang mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai penunjang
kehidupan serta merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala
aspek dan matranya yang sangat bermanfaat khususnya bagi
masyarakat Kabupaten Bangka Tengah;

bahwa kerusakan ekosistem terumbu karang, telah mengancam
kelangsungan hidup ikan dan biota laut lainnya, maka untuk
mencegah kerusakan dan kepunahan ekosistem terumbu karang
perlu pemeliharaan yang melibatkan masyarakat dalam
pengelolaannya;

c.bahwa pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b

1.

dimaksudkan bagi perlindungan, pelestarian dan pengamanan
terumbu karang serta lingkungan sekitarnya demi kelangsungan
habitatnya di wilayah Kabupaten Bangka Tengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Terumbu Karang;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3260);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan Menjadi Undang- Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4033);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



11.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

13.

14.

15.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan
Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3816);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

17.

18.

19.

20.

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Alam Hayati Di Zona Ekonomi Ekslusif
Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3275);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara
Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3816);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

24 . Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 24 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BANGKA TENGAH
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Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.



W

10.

1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.

Dinas Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut DKP adalah
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka Tengah.
Masyarakat adalah masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir
dan pulau-pulau kecil.

Masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan
tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah
diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak
sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-
pulau kecil tertentu.

Orang adalah individu atau pribadi yang merupakan pendukung
hak dan kewajiban, dapat mengadakan hubungan hukum dan
melakukan tindakan hukum yang menimbulkan hak dan
kewajiban.

Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
ditetapkan berdasarkan keputusan pejabat negara yang
berwenang dan diperlakukan sebagai subjek hukum.

Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya terpadu yang meliputi
perumusan kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,
pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan terumbu karang serta pelestarian
fungsi-fungsi alamiahnya.

Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang
menempatkan masyarakat sebagai pengelola sumber daya alam
dan jasa lingkungannya yang didukung Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kota, dan dunia usaha dalam
merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi
pengelolaan sumber daya terumbu karang.

Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo
Hexacoralia, Filum Cnidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri
dari jutaan polip yang menghasilkan kapur, serta bersimbiosis
mutualistik dengan zooxanthellae.

12. Terumbu karang adalah kumpulan karang dan atau suatu sistem

13.

14.

ekosistem karang yang dibangun terutama oleh biota laut
penghasil kapur bersama-sama dengan biota yang hidup didasar
laut lainnya serta biota lain yang hidup bebas didalam perairan
sekitarnya.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan
hidup.

Degradasi adalah kerusakan, penurunan kualitas atau penurunan
daya dukung lingkungan akibat kegiatan manusia atau alam.

15.Pemanfaatan adalah pemakaian organisme, ekosistem secara

16.

berkelanjutan dan sumberdaya terbaharukan pada laju yang tidak
melampaui kemampuan memperbaharui dirinya.

Pemangku kepentingan adalah individu dan atau kelompok atau
masyarakat atau akademisi yang mempunyai kepentingan
langsung dalam  pengelolaan  terumbu karang atau
sumberdayanya.



